BAB ||
TINJAUAN UMUM TENTANG AKUNTABILITASAKAD
MUDHARABAH

A. Akuntans Syariah

Akuntansi secara definisi dapat dirumuskan dari duslut
pandang, yaitu dari sudut pemakaian akuntansi sem@ kedua, dari
sudut proses kegiatan yang dilakukan.

Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi dapatefitibsikan
sebagai suatu disiplin yang menyediakan informaspgydiperlukan untuk
melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengsevakgiatan-kegiatan
suatu organisasilnformasi yang dihasilkan akuntansi diperlukarubnt
1. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dagapwilan

keputusan oleh manajemen.
2. Pertanggungjawaban organisasi kepada investorjtlkredan badan
pemerintah.

Sedangkan ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntatapat
didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggafgngeringkasan,
pelaporan, dan penganalisisan data keuangan stgdnisasf. Definisi

ini juga menunjukan bahwa kegiatan akuntansi méapaugas yang

! Haryono Yusuf, Dasar-Dasar Akuntansi Yogyakarta: Sekolah Tinggi lImu
Ekonomi YKPN, 2003, Jilid 1, Ed.VI, Cet.ll him. 4
Z1bid, him. 5
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kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatasha Easarnya

akuntansi harus:

1. Mengidentifikasikan data mana yang berkaitan atlavan dengan

keputusan yang akan diambil.

Memproses atau menganalisis data yaabgyan

Mengubah data menjadi informasi yang dapat digumakatuk
pengambilan keputusan.

Akuntansi merupakan pengertian yang lengkap memndengsi

pemegang buku atau setidaknya akan mempunyai squikigetahuan

tentang fungsi akuntansi. Dengan demikian fungsintnsi berguna

untuk:

1.

2.

Menganalisis dan mencatat yang berhubungan demgap sransaksi.
Meringkas dan melaporkan data akuntansi dalam kela#poran-
laporan akuntansi.

Menganalisa dan mengartikan laporan-laporan untagektingan

manajemen sebuah perusahaan.

Hal tersebut diatas sesuai dengan firman Allah SWT:

0N A Lo Se )Y oJelm EEIY 1o
AAVCEOXAOrexs 3OV BXVARCGOL~@7
RNz o tm 88 -OEERY Yx o eoFAON=
g €H0€EE€ET JBa a0 G+OBODY

EEHN, sa B AZEOCrO* <= HEINEOO0 weO

¥ MuhammadManajemen Bank SyariaNogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, him.

280-281
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HBHoEOBR e @O0 g SCYLOADI MWL G NS
srNOE REHE=SES O KREHY =LK
CHEIIZOOcHw + 6% €@OROXHORN
NOMORHEHIR BN AA Lo d- P NETORO M =@
A P oI eaazt T.X JOINROR Jm (6 o= T AR IO AR
€COrCGRs IRNQIER @0 OE€EOXRIHO0O

( XX L4l) g ardhxa0X A

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamhermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,dagtah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis drankamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah seoragmuis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan &dal
orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yanghatitulis
itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanngan
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutaygn”
(Q.S Al Bagarah: 282)

Menurut Triyuwono (1997), dalam mencari bentukngiaintansi
syariah berawal dari suatu asumsi bahwa Akuntadeah sebuah entitas
yang mempunyai dua arah kekuatan. Artinya, akuntédak hanya
dibentuk oleh lingkungannya, tetapi juga mempunk@kuatan untuk
mempengaruhi lingkungannya, termasuk perilaku manugang
menggunakan informasi akuntansi.

Bagaimana akuntan menciptakan sebuah “bentuk” aksnt/ang

dapat mengarahkan perilaku manusia ke arah peryakg etis dan ke

arah terbentuknya peradaban bisnis yang idealu yaradaban bisnis

* Kementerian Agama Republik Indonesk,Quran Dan Terjemahannydakarta:
Yayasan Penyelenggara Dan Penterjemah / Pentaf@uran, him. 70

® Akhyar AdnanAkuntansi Syariah; Arah, Prospek dan Tantanganivagyakarta:
Ull Press, 2005, him. 5
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dengan nilaihumanis, emansipatoris, transendental, dan telekédg
Dengan kata lain, tujuan akuntansi syariah adalahciptakan informasi
akuntansi yang syarat nilai (etika) dapat mempargaperilaku para
pengguna yserg informasi akuntansi ke arah terbentuknya peradaba
ideal?

Dalam hal akuntansi syariah, M. Akhyar Adnan (1996)
berpandangan bahwa harus ada reorientasi tujuamtaaigil yang Islami.
Secara spesifik, ia berpandangan bahwa akuntamss hdialamatkan
pertanggungjawabannya kepada Yang Maha Memiliki.| Hai
diimplementasikan dalalm bentuk menjadikan zakbhagai tujuan paling
utama dalam penyediaan informasi akuntansi. Tujup/an lain, seperti
pengambilan keputusan, tetap dapat dipertahankatapit harus
diposisikan sebagai tujuan kedua. Pandangan il@inseerkesan belum
populer, juga tidak mudah diimplementasikan daleatita.

Sejauh ini, belum terlalu banyak penelitian yanghpk dilakukan
untuk menguji kompatibilitas akuntansi perbankaarsyh atau lembaga
yang menggunakan produk akad syariah. Akhyar Adi&96) pernah
melakukan ini atas dua bank untuk periode akuntaf8D-an — 1994.
Hasilnya, ia berkesimpulan bahwa kedua bank yatgitdiya itu pada

dasarnya masih menganut prinsip akuntansi yang hmasingat

® Ibid, him.16
" Dwi Suwiknyo,Loc. cit, Cet.1, 2010 him viii
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dipengaruhi nilai-nilai konvensional atau kapgtk. Namun, hal ini

dapat dimaklumi, karena ketika itu belum banyalhpgan yang diberikan

untuk pengembangan standar akuntansi syariah yaag'b
Belkaoui dalam buku Teori Akuntansinya disebutkan beberapa
image(citra) yang menggambarkan sifat-sifat akuntaebagai beriku:

1. Akuntansi sebagaideologi karena akuntansi dinilai menopang atau
subsistem darideologi kapitalismeyang mengutamakan kepentingan
pihak pemilik modal.

2. Akuntansi sebagai suatu bahasa, karena ia menykeampai
mengkomunikasikan tentang perusahaan kepada pia@k ylang
memerlukan informasi itu. Akuntansi sama dengarabahsama-sama
memiliki aturan gramatika dan terminologi khusus.

3. Akuntansi sebagai suatu cacatastoris, ia hanya mencatat apa yang
sudah terjadi, akuntansi tidak dapat mencatat apg wnkan terjadi di
masa yang akan datang.

4. Akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saaiarsydah merupakan
bagian dari sistem ekonomi dan sistem bisnis.

5. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi karenanémgolah data
menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemakainyatuku

pengambilan keputusan.

®Ibid, him ix
° Sofyan Syafri Harahap,oc. Cit, cet 4, 2004, him. 28
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6. Akuntansi sebagai suatkomoditi, karena ia sudah menjadi barang
dagangan yang diminati para pemakainya. Mereka ghhg@kuntansi
ternyata dapat menjual keahlianriiamoditi)itu kepada masyarakat.

7. Akuntansi dianggap sebagai pertanggungjawaban,mddial ini
akuntansi dianggap merupakan sarana manajemen
pertanggungjawaban pengelolaannya atas harta kakgyerusahaan
yang diamanahkan pemiliknya.

Dengan demikian akuntansi syariah sebagai alat
pertanggungjawaban, diwakili informasi akuntansarggh dalam bentuk
laporan keuangan yang sesuai dengan syariah yaioatahi prinsigull
disclousure Laporan keuangan akuntansi syariah tidak lagorntasi
pada maksimasi laba, akan tetapi membawa pesan datsenmenstimuli
perilaku etis dan adil terhadap semua pitfak.

Dalam pengambilan keputusan laporan keuangan bartuj
menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihalklpi yang
berkepentingan dalam pengambilan keputusan yangneds Adapum
pihak-pihak yang berkepentingan antara fain:

1. Shahibul maa{pemilik dana)

2. Mudharib (pengelola dana)

3. Pembayaran Zakat, Infag dan Shadaqgah

19 5ri Nurhayati. WasilahAkuntansi Syariah di Indonesidakarta: Salemba Empat,
2009, him. 88
! |katan Akuntan Indonesiaoc. cit, him.2
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4. Mitra usaha
5. Otoritas pengawasan
6. Pemerintah
7. Lembaga penjamin simpanan
8. Masyarakat umum
9. Pelanggan
Mengingat laporan keuangan merupakan suatu inforekamomi
yang digunakan oleh pihak yang memerlukan, makargapkeuangan itu
harus memenuhi kriteria (syarat-syarat) sebagé#iiter?
1. Relevansi
Merupakan informasi yang disajikan harus ada huaonga
dengan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengakepiitusan.
2. Dapat Dimengertiynderstandability
Merupakan informasi/ laporan keuangan harus disajgecara
jelas dan mudah dipahami oleh para pemakai.
3. Daya Uiji (veriviability)
Merupakan informasi atau laporan keuangan, harsgsdn
berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasartansi,

sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pihak pamggang netral.

2 Suyoto DKK,Dasar-Dasar Akuntansilakarta: Yudhistira, 2001, him. 209-210
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4. Kenetralan
Merupakan informasi yang disajikan harus bersifatum,
objektif dan tidak memihak pada kepentingan pemistsentu.
5. Katepatan Waktu
Merupakan informasi yang harus disampaikan sedumgkin
agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilatusepuekonomi.
6. Daya Banding
Merupakan informasi dalam laporan keuangan akarih leb
berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan nkgume periode
sebelumnya dari perusahaan yang sama maupun ddapgaran
keuangan perusahaan lain pada periode yang sanbak bhencapai
daya dukung yang baik diperlukan konsistensi (tetsgs) yaitu satu
prinsip yang menyatakan adanya penggunaan cara rattode
akutansi yang sama dari tahun ketahun, baik canaap&tan setiap
terjadi transaksi maupun cara menentukan nilai p&tia periode.
7. Kelengkapan
Merupakan informasi yang disajikan harus melipathea data
akutansi keuangan dan memenuhi enam syarat di daastidak

menyesatkan pembaca.
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Satu aspek penting dalam menetapkan struktur itecadalah

menetapkan unsur-unsur sebagai berfut:

1. Harta

Kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang dgierol
atau dikendalikan suatu perusahaan sebagia hasil tidensaksi-
transaksi atau kejadian-kejadian yang lalu.

Kewajiban

Kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masandep
yang berasal dari kewajiban sekarang dari suatatkas tertentu
untuk penyerahan barang dan jasa kepada kesainati lmasa yang
akan datang sebagai hasil transaksi-transaksi kdian-kejadian
yang lalu.

Ekuitas

Nilai sisa dari harta suatu kesatuan setelah dilgira
kewajibannya. Dalam suatu perusahaan komersialtaskuadalah
kepemilikan.

Investasi Pemilik

Penambahan dalam harta bersih perusahaan tertamg vy

dihasilkan dari transfer kesatuan lain atau penaarib&kepemilikan.

Harta adalah bentuk yang paling umum diterima sabawestasi

55-56.

13 Herman Wibowo Akuntansi Intermediate]akarta: Binarupa Aksara, 1995, him.
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pemilik, tetapi penerimaan ini mencakup juga jasa &epuasan atau
konversi kewajiban perusahaan.
. Pembagian kepada Pemilik

Pengurangan harta perusahaan tertentu yang ditianbulari
penyerahan barang dan jasa atau terjadinya kewdphgi perusahaan
kepada pemiliknya. Pembagian kepada pemilik memgura
kepemilikan dalam suatu perusahaan.
. Laba Komprehensif

Perubahan dalanekuitas (laba bersih) suatu kesatuan atau
suatu periode dari transaksi dan kejadian sertdaealainnya pada
sumber-sumber bukan pemilik. Ini meliputi semuaupahan dalam
ekuitas selama suatu periode kecuali yang timbul dari stes
pemilik dan pembagian kepada pemilik.
. Pendapatan

Arus masuk atau penambahan lain atas harta suahtuke
atau penyelesaian suatu kewajiban selama satu dperidari
penyerahan atau produksi barang, penyerahan jesaaktifitas lain
yang merupakan operasi utama kesatuan tersebut.
. Beban
Arus keluar atau penggunaan lain dari harta atgadiaya

kewajiban selama satu periode dari penyerahanptaluksi barang,
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penyerahan jasa, atau kegiatan-kegiatan lain yagrgpakan operasi
uatama kesatuan tersebut.
9. Keuntungan
Penambahan dalam ekuitas dari transaksi tidak Usuggsari
suatu kesatuan dan dari semua transaksi dan kejse€lita situasi lain
yang mempengaruhi kesatuan selama satu periodalkgang berasal
dari pendapatan dan investasi pemilik.
10.Kerugian
Pengurangan dalam ekuitas dari transaksi tidakslarg atau
insidental suatu kesatuan dan dari semua transkk&mdian, dan
keadaan lain yang mempengaruhi kesatuan selampeyabde kecuali

yang berasal dari beban dan pembagian kepada pemili

B. Akad Mudharabah
Menurut jumhur ulama, mudharabah adalah bagian dari
musyarakah Dalam merumuskan pengertian mudharabah, Wahbah Az
Zuhaily (1989) mengemukakan bahwa pemilik modal yeeshkan
hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkanamemgmbagian
keuntungan yang telah disepakati kedua belah pdeigan ketentuan
bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sgkan pengusaha

tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali keranglzerupa tenaga dan
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kesungguhannyd. Apabila terjadi kergian karena kelalaian dan
kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggwabjaepenuhnys.
Mudharabahadalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana
pihak pertama sebagai penyedia dastaliibul magl, dan pihak kedua
sebagai pengelola danamngdharij, keuntungan tanggungjawab atas
pengelola usah®. Secara figih pengertiamudharabahjuga bisa disebut
mugaradhahberarti bepergian untuk urusan dagang. Seoaramalah
berarti pemilik modal menyerahkan modalnya kepaekega/pengelola
untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan berdessepakatan
bersama!’
Syarat mudharabah ditegaskan dalam bagian pertasa {87
bahwa:
1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau Ilgargang
berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasdaam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidangdiaegakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan pkesta dalam

akad*®

14 Adrian SutediPerbankan Syariah: Tinjauan dan beberapa segi hykBagor:
Ghalia Indonesia, 2009, him. 69

15 AscaryalLoc. cit.,him. 61

6 Muhammad,Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariébgyakarta: Ull
Press, 2000, Cet. I, him. 13

7 Ibid, him. 127

18 Suyud Margono, et aKomppilasi Hukum Ekonomi Syariakhgkarta: CV.
Novindo Pustaka Mandiri, 2009, him. 47
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Sebagai suatu bentuk kontrak, untuk melakukan tegiproduksi
dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan dkmaygi diantara
mereka menurut kesepakatan kedua belah pihak ddtachyang mereka
sepakati, tentunya besarnya juga sesuai dengaam#nkekuatan pasat.
Dalam pasal 189 bagian pertama ditegaskan mengesapakatan bidang
usaha yang akan dilakukan bersifat mutlak/bebasndagayyad/ terbatas
pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, datuwertentu°

Akad mudharabah merupakan akad yang digunakan untuk
menghimpun dana maupun untuk penyaluran dana, dhljzt dalam
tabel?*

TABEL 1

No. | KATEGORI PERSYARATAN

1 Per syaratan Dalam Akad

1.1 | Syarat Menggunakan judul/kataMudharabah”.

1.2 | Syarat Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan.
1.3 | Rukun Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau

yang mewakilinya.
1.4 | Rukun Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau

sahibul maldan nasabah sebagai pengelola atau

19 Ascarya,Loc. Cit.,him. 60
2 suyud Margono, et aDp. cit, him. 47
2 Ascarya,Op. Cit.,him. 66
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mudharib.

1.5 | Rukun Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati
bagi masing-masing pihak.

1.6 | Syarat Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan
nasabah.

1.7 | Syarat Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung gleh
bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad
dan bertindak melebihi kapasitas.

1.8 | Kesepakatan | Menetapkan saksi bagi nasabah apabila |alai
membayar hasil pada waktunya.

1.9 | Kesepakatan | Menetapkan kesepakatan apabila terj&alice
majeur.

1.10| Kesepakatan | Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila
diperlukan.

1.11| Kesepakatan | Menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan.

1.12 | Kesepakatan | Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai
tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa,

2 Persyaratan Tranfer Dana

2.1 | Syarat turunan | Dilakukan bank dengan mengredit kepada
rekening nasabah.

2.2 | Syarat turunan | Tanda terima nasabah adalah tanda terima uang.
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3 Per syaratan Perhitungan Keuntungan

3.1 | Kesepakatan Menggunakeeal transactionary cosataureal

costyang ditetapkamalco masing-masing.

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwd&ada
mudharabah merupakan akad yang sudah mempunyandiaku, mulai
dari syarat, rukun, kesepakatan, dan juga syaranam yang menjadi
acuan bagi mereka yang menerapkannya.

Dalam fatwa DSN MUI ( Dewan Syariah Nasional Madlilama
Indonesia) mengatur mudharabah dengan ketentuantkan yang
seharusnya menjadi rujukan bagi pelaku usaha.

Ketentuan pembiayaan yang ditetapkan dengan fatéd DIUI
antara lain :

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang rildealwleh
LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak laitukursuatu
usaha yang produktif.

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal {jjerdana)
membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha)anggdn
pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib E#agelola

usaha.
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. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian danapeiabagian
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan Keelah pihak
(LKS dengan pengusaha).

. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha ytah

disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ahLK&ntidak ikut

serta dalam managemen perusahaan atau proyekrtetagunyai hak
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengandalam bentuk
tunai dan bukan piutang.

. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerakjiaait dari

mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakliesalahan
yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah &dakjaminan,
namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangdt dapat
meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiganidan ini hanya
dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakuksianggaran
terhadap hal-hal yang telah disepakati bersamandalkad.

. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan maka&npembagian
keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikamaf@SN.

. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
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10.Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukanaliban atau
melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mbdhmerhak

mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikelrak

C. Standarisasi Akuntabilitas Akad Mudharabah

Standar akuntansi pada hakikatnya adalah sebuanatain yang
di bangun untuk mencegah penyalahgunaan wewenarfy shtu
kelompok orang atas kelompok yang lain. Dalam akusit misalnya,
standar disusun agar ada kesejajaran antara pil@kajemen yang
menyusun laporan keuangan sebagai media pertangwaipn dan
pihak eksternal sebagai pembaca dan pengguna mséfin

Pengembangan standar akuntansi keuangan Islam ailimpada
tahun 1987. Sedikitnya lima volume yakni : stand&untansi bank
syariah, Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajianrdrapdeuangan
(KDPPLK) dan Pedoman Standar Akuntansi Keuanga\KP3No. 59
Bank Syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syam@bnksia (PAPSI)
serta laporan keuangan bank syaffahima volume ini telah terkumpul
dan tersimpan di perpustakabstamic Research and Training Institute,

Islamic Development Bank (IDBJtudi itu telah mendorong pembentukan

22 Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pemgan Mudharabah
(Qiradh) Ditulis oleh MUI Jumat, 26 Maret 2010 08:1 Terakhir Diperbaharui Sabtu, 27
Maret 2010 14:28

2 Akhyar AdnanlLoc. Cit.,him. 79

2 MuhammadPengantar Akuntansi Syariabakarta: Salemba Empat, 2005, Ed. 2,
him. 194
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Accounting and Auditing Organization Islamic Fingilc Institutions
(Organisasi Akuntansi Keuangan Untuk Bank dan LeyabKeuangan
Islam) yang didaftarkan sebagai organisasi nirldibBahrain pada tahun
1411 H (1991). Sejak didirikan, organisasi ini g&emnengembangkan
standar keuangan melalui pertemuan periodic KormRgéaksana untuk
Perencanaan dan Tindak Lanjut.

Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Kenan
(KDPPLK) syariah merupakan kerangka yang menyajikansep yang
mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuabgak syariah.
Apabila tidak diatur secara spesifik dalam keranglkesar ini maka
berlakulah kerangka dasar akuntansi umum, sepatigaig bertentangan
dengan prinsip syariah. Beberapa ketentuan perdedigm KDPPLK
syariah adalatf®
1. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi darsip ekonomi

Islam dengan karakteristik, sebagai berikut:

a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk.

b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uartgn¢ value of
money.

c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai keasodi

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang berspekulatif.

e. Tidak diperkenan menggunakan dua harga untuk seiung.

% |bid, him. 197
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f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

. Kegiatan bank syariah antara lain:

a. Manajer investasi yang mengelola investasi atasa dzasabah
dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai age
investasi.

b. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikimyaupun
dana nasabah yang dipercayakan kepadanya deng@gunakan
alat investasi yang sesuai dengan prinsip syarah rdembagi
hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakédira bank dan
pemilik dana.

c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaaerts bank
non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengasipsyariah.

d. Pengelola fungsi social berupa pengelola dana zakaiy, dan
shadaqgah, serta pinjaman kebajikgar{lhul hasap sesuai dengan
ketentuan prinsip yang berlaku.

. Dalam menghimpun dana bank syariah menggunakasipviadi’ah,

mudharabahgdan prinsip lain yang sesuai dengan syariah. Sédang

dalam penyaluran dana, bank syariah menggunakan:

a. Prinsip musyarakahdan ataumudharabahuntuk investasi atau
penyertaan.

b. Prinsipmurabahah, salangan ataustishnauntuk jual beli.
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c. Prinsipijarah dan atauijarah muntahiyah bittamlikuntuk sewa-
menyewa.

4. Laporan bank syariah meliputi:

a. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan baakiaby
sebagai investor beserta hak dan kewajibannya, gdagorkan
dalam:

1) Laporan posisi keuangan
2) Laporan laba rugi

3) Laporan arus kas

4) Laporan perubahan ekuitas

b. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalestasi
terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kefaatan pihak-
pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agestasi yang
dilaporkan dalam laporan perubahan dana inve&rakat.

c. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bankabysebagai
pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikekdara
terpisah, yang dilaporkan dalam:

1) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infag, da
shadaqgah.

2) Laporan sumber dan penggunaan dzerahul hasan.

Setelah dikeluarkannya KDPPLK Bank Syariah dan P3&K59,

maka sebagai pedoman teknis pelaksanaan akuntamsisigariah, lkatan
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Akuntansi Indonesia (IAl) bersama Bank Indonesi§ (Blah menyusun
suatu pedoman akuntansi bank syariah di IndonPgidoman Akuntansi
Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) ini berisi #ikasi-kodifikasi yang
relevan atas ketentuan perbankan syariah yangkbgrkda saat ini.
Penerbitan PAPSI oleh 1Al dan BI tersebut digunakamuk

menjelaskan penyusunan pedoman yang sejalan démgan pelaporan
keuangan di bank bank syariah sebagai beffkut:
1. Pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan.

Laporan keuangan betujuan menyediakan informagy yemmmanfaat

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendamiieputusan

yang rasional. Oleh karena itu, informasi harusakgmi oleh pelaku

bisnis dan ekonomi yang mencermati informasi yaisgj#an secara

seksama. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lai

a. Shahibuk maalpemilik dana)

b. Mudharib(pelaku usaha)

c. Pembayaran zakat, infaq dan shadagah.

d. Pemegang saham

e. Otoritas pengawasan

f. Bank Indonesia

g. Pemerintah

h. Lembaga penjamin simpanan; dan

2 |bid, him. 199
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i. Masyarakat

2. Menilai prospek arus kas
Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasig ydapat
mendukung investor/pemilik dana, kreditor, dan kipdak lain
dalam memperkirakan jumlah, saat, dan Kketidakpastialam
penerimaan kas di masa depan atas dividen, bailji thas hasil dari
penjuaalan, pelunasarrelemptiof), dan jatuh tempo dari surat
berharga atau pinjaman. Prospek penerimaan kasbtgrsangat
tergantung dari kemampuan bank untuk menghasilkas guna
memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutwerasional,
reinvestasi dalam operasi, serta pembayaran diversepsi investor
dan kreditor atas kemampuan bank tersebut akan eregapuhi harga
pasar surat berharga bank yang bersangkutan. Bersep
investor/pemilik dana dan kreditor dipengaruhi olerapan mereka
atas tingkat bagi hasil dan risiko dari dana yamgeka tanamkan dan
akan melakukan penyesuaian terhadap risiko yangkagrersepsikan
atas perusahaan yang bersangkutan.

3. Informasi atas sumber daya ekonomi
Pelaporan keuangan bertujuan memberi informasiangntsumber
daya ekonomi bank, kewajiban untuk mengalihkan srmtaya

tersebut kepada entitas lain atau pemilik sahamia s&mungkinan
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terjadinya transaksi, dan peristiwa yang dapat nezgaruhi
perubahan sumber daya tersebut.

4. Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah
Informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prisggriah, serta
informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran frdak sesuai
dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatsebterdiperoleh
serta penggunaannya. Informasi untuk membantu pteakat di
dalam menentukan zakat atau pihak lainnya.

5. Akuntabilitas bank syariah
Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhak bethadap
tanggung  jawab amanah dalam mengamankan dana,
menginvestasikannya pada keuntungan yang rasisedf informasi
mengenai tingkat keuntungan investasi.

6. Fungsi sosial
Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bankmasuk
pengelolaan dan penyaluran zakat.

Pada dasarnya tujuan laporan bank syariah samaamldngian
laporan keuangan yang berlaku secara umum, dergabahan antara
lain menyediakaf’

1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syargana informasi

pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengarnppsiyeriah bila

27 bid, him. 192
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ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleha ser
penggunaannya.

2. Informasi untuk membantu dan mengevaluasi pementéraggung
jawab terhadap amanah dalam mengamankan dana,
menginvestasikannya pada tingkat keuntungan insiestgng
diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi tetjkian

3. Informasi mengenai fungsi sosial bank, termasukgeletaan dan
penyaluran zakat.

Berdasarkan karakteristik PSAK No. 105, lembaga gyan
menggunakan akad mudharabah dapat bertindak sed®sgaik dana atau
pengelola dana. Jika lembaga yang menggunakan wkabertindak
sebagai pengelola dana, dana yang di sajikan Selokge syirkah
temporer’® Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah, titk
jaminan, tetapi agar pengelola dana tidak melakuganyimpangan,
pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengeldaadatau pihak
ketiga. Jaminan ini hanya bisa dicairkan apabilagp®la dana terbukti
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telsdpakati bersama
dalam akad.

Prinsip pembagian hasil usaha mudharabah dapakukda
berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. rDghainsip bagi hasil,

dasar pembagian hasil usaha adalah laba bgutsq profij bukan total

% Dwi Suwiknyo,Loc. Cit.Cet ke-1, him. 77
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pendapatan usaha (omset). Adapun dalam prinsip l#gf, dasar
pembagian adalah laba bersih, yaitu laba brutordiigi beban yang

berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabahg&efena ilustrasi

berikut ini :

Uraian Jumlah Metode bagi hasil
Penjualan 100
Harga pokok penjualan 65
Laba bruto 35 Laba bruto

(gross profit margin

Beban 25
Laba / rugi neto 10 Bagi laba profit sharing

1. Pengakuan Dan Pengukuran
a) Bank Syariah sebagai Pemilik Dana
Mekanisme bank syariah/lembaga keuangan sebagai
pemilik dana sesuai operasioanal pembiayaadharabahatau
investasi mudharabah dapat dirumuskan sebagaierik
1) Dana Syirkah temporer yang disalurkan oleh bankiaya
diakui sebagai investasi mudharabah pada saat |yanaoa

kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengeatala da

2 |bid, him. 78-81
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2) Pengukuran investasi mudharabah adalah sebaghiibé)
investasi mudharabah dalam bentuk kasdiukur sebesar
jumlah yang diberikan pada saat pembayaran; (lystagi
mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur seb#gaar
wajar aset nonkas pada saat penyerahan (i) jikea \wdjar
lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui gaba
kerugian; (ii) jika nilai wajar lebih tinggi dariga nilai
tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan
pelunasan utang sesuai jangka waktu akad mudharabah

3) Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum udahalai
karena rusak, hilang, atau faktor lain yang bukalalkian
atau kesalahan pihak pengelola dana, penurunan nila
tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangiosal
investasi mudharabah.

4) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah
dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesala
pengelola dana, kerugian tersebut diperhitungkata saat
bagi hasil.

5) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak alana
modal mudharabah diterima oleh nasabah.

6) Dalam investasi mudharabah, jika yang diberikanamal

bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalam
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penurunan nilai pada saat atau setelah baranggdipekan
secara efektif dalam kegiatan usaha mudharababgiker
tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasiun
diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Kelalaian atas kesalahan nasabah, antara laimjukkan
oleh (a) persyaratan yang ditentukan didalalm atkaak
dipenuhi; (b) tidak tedapat kondisi di luar kemaapdorce
majeul) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam
akad; atau (c) hasil keputusan dari institusi ylaegvenang.
Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau sachijatien
tempo dan belum dibayar oleh nasabah, investasi

mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.

b) Penghasilan Usaha

1)

2)

Jika investasi mudharabah melebihi satu periodappean,

penghasilan usaha diakui dalam periode terjadimyabagi

hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelkad a
mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian daendliis

penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad maiolia
berakhir, selisih antara (a) investasi mudharabetelah

dikurangi  penyisihan kerugian investasi; dan (b)
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pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai
keuntungan atau kerugian.

3) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalamkprakti
dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasilretsasi
penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak déparikan
mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

4) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengedalaa
dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi
investasi mudharabah.

5) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pereyelaha
diakui sebagai piutang jatuh tempo dari pengelatzad’

c) Bank Syariah sebagai Pengelola Dana

1) Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad
mudharabah diakui bank syariah sebagai dana syirkah
temporer seesar jumlah kas atau nilai wajar asgtasoyang
diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana dyirka
temporer diukur sebesar nilai tercatat.

2) Jika bank syariah menyalurkan dana syirkah temporer
mutlagah yang diterima, bank syariah mengakuinyeaga

aset. Prinsipmudharabahini dalam produk bank syariah

%0 pid, him. 88-89



47

dapat dikembangkan untuk jenis produk giro, tabonga
maupun deposito.

3) Jika bank syariah menyalurkan dana syirkah temporer
mugayyadah yang diterima, bank syariah tidak memgak
sebagai aset, karena bank syariah tidak memilikiurdauk
melepas aset tersebut kecuali sesuai dengan Syaratt
yang telah ditetapkan oleh pemilik dana.

4) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan
menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagil
seperti yang dijelaskan pada prinsip bagi hasihasa

5) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah tesmpgang
sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik
dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasig ya
menjadi porsihak pemilik dana.

6) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau &ielal
bank syariah diakui sebagai beban bank syatiah.

2. Penyajian
a) Bank syariah sebagai pemilik dana menyajikan imasest

mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nidataéf

31 |bid, him. 89-91
32 bid, him. 101
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b) Bank syariah sebagai pengelola dana menyajikansakan
mudharabah dalam laporan keuangan, tetapi tiddatees, pada
(i) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajiksebesar
jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabahpégi hasil
dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkanelah jatuh
tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dasajikiin
kewajiban; dan (iii) bagi hasil dana temporer yasgdah
diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikatach pos bagi
hasil yang belum dibagikan.
3. Pengungkapan
a) Entitas / bank syariah sebagai pemilik dana merkapigan hal-
hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak aixty pada (i)
rincian jumlah investasi mudharabahberdasarkansngai (ii)
penyisihan kerugian invertasi mudharabah selamadgeeberjalan;
dan (iii) pengungkapan yang diperlukan sesuai Reaayn Standar
Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang penyajian rkapo
keuangan syariah.
b) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait tkansa

mudharabah, tetapi tidak terbatas pada (i) dan&ayitemporer
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yang diterima berdasarkan jenisnya; dan (ii) pamgal dana yang

berasal dari mudharabah mugayyatfah.

Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuargjas ti
revisi secara berkesinambungan, baik berupa peny@@an maupun
penambahan standar baru sejak tahun 1994. Progsisteéah dilakukan
enam kali yaitu tanggal 10 Oktober 1995, 1 Juni6l9B Juni 1999, 1
April 2002, 1 Oktober 2004 dan 1 September 200/&KuB8S8AK per 1
September 2007 ini di dalamnya sudah bertambamdibgkan dengan
revisi sebelumnya, yaitu tambahan KDPPLK SyariaRSAK baru dan 5
PSAK revisi>*

Kerangka dasar ini berlaku untuk laporan keuangaokusemua
jenis perusahaan komersial, baik sektor publik maupektor swasta.
Perusahaan pelopor adalah perusahaan yang lapaaandannya
digunakan oleh pengguna dengan mengandalkan lapkearangan
tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan.

D. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa

Inggrisaccountabilityyang berarti bertanggungjawab atau keadaan untuk

dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk dimintamqggungjawaban.

* Ibid, him. 102
3 Muhammad, Dwi suwiknyoAkuntansi Perbankan Syarialogyakarta : Trust
Media Publishing, 2009, him. 29
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Akuntabilitas (accountability)yaitu fungsinya seluruh komponen
penggerak jalan kegiatan perusahaan, sesuai tujakelvenangannya
masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebag@wajiban-
kewajiban dari individu-individu atau penguasa yaligercayakan untuk
mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bgks#mn dengannya
untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pggiamg jawabannya.
Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untu&gitan kontrol
terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelaygnasiik dan
menyampaikannya secara transparan kepada masy&rakat

Satu hal penting yang dapat dikaji dari ayat 28atsal-Bagarah
adalah adanya perintah dari Allah kepada kita umekjaga keadilan dan
kebenaran di dalam melakukan setiap transaksihLadliam perintah ini
menekankan pada kepentingan pertanggungjawazaountability agar
pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dikag, tidak menimbulkan
konflik dan adil. Untuk mewujudkan sasaran ini mattalam suatu
transaksi diperlukan sak¥i.

Dimensi pertanggungjawaban dalam akuntansi syaadhlah
memiliki cakupan yang luas. Jadi pertanggungjawabatukan hanya
pertanggungjawaban atas uandingncial) yang digunakan dalam

melaksanakan kegiatan, akan tetapi pertanggunggawialb harus mampu

3% http://wwwbutonutara.blogspot.com/2012/01/pengertakuntabilitas.html  di

unduh pada jam 16.10 WIB tanggal 21 Maret 2012
% MuhammadLoc. Cit.Ed. 2, him. 77
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meningkatkan tanggung jawab secara horizontal dagrtikal.
Pertanggungjawaban horizontal tertuju pada masgarakemerintah, dan
kepatuhan pada peraturan. Sementara pertanggumgjawartikal adalah
tertuju pada transendensi aktivitéisdncial, dan sebagainya) kepada Dzat
yang memberikan tanggung jawab.

Pertanggungjawaban akuntansi dimaksudkan untuk mgme
informasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Selyaburdengan
kepentingan-kepentingan tersebut Hadjisarosa (198&hgidentifikasi
sebagai berikut: (i) kelangsungan hidup dan perkeman perusahaan,
(i) pelanggan, (iii) pemilik modal, (iv) karyawany) rekanan, (vi)
pemerintah, (vii) masyarakat, dan (viii) pelestarimgkungart’ Letak
pertanggungjawaban dimensi vertikalnya ada padambmzakat. Zakat
sebagai manifestasi pertanggungjawaban hamba yamdakukan
perbuatan/aktivitas bisnis yang dapat diaudit kaamud dapat
dipertanggungjawabkan kesucian modal kepada Dzatb@e modal.

Dimensi inilah yang merupakan dimensi paling tinggi

37 bid, him. 170



